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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 Berdasarkan data hasil wawancara yang telah dianalisis dapat disampaikan 

bahwa banyak aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program bedas sapujagat yang 

mana Ripley dan Franklin mengatakan bahwa, apabila semakin kompleks suatu 

kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah, maka akan semakin 

banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Banyaknya tanggung jawab yang dimiliki 

oleh setiap aktor pelaksana kebijakan maka semakin banyak pula sumberdaya yang 

dibutuhkan. Peran setiap aktor pelaksana kebijakan di implementasi kebijakan 

program bedas sapujagat ini saling berhubungan dan saling melengkapi satu dengan 

yang lainnya. Adanya analisis peran aktor melalui power-interest grid yang 

dikemukakan Bryson membuat peran aktor kebijakan semakin tertata dan terlihat 

jelas dimana dapat membantu analisis dalam penelitian ini. Peran setiap aktor 

kebijakan dikelompokan menjadi peran aktor kebijakan official atau pemerintah 

dan aktor kebijakan non official atau kelompok kepentingan yang mana telah 

dikemukakan oleh James serta peran aktor juga di kelompokan dengan 4 kategori 

yang sesuai dengan teori Bryson. 4 kategori pengelompokan tersebut dibagi 

menjadi sesuai dengan seberapa berperan aktor kebijakan dalam program bedas 

sapujagat. 4 kategorisasi menurut power interest grid ini adalah subject, key players, 

crowd, context setter. Dengan adanya peran setiap aktor dalam Bedas Sapujagat, 

maka dapat dikatakan program akann berjalann baik apabila semua aktor yang 
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terlibat melaksanakan perannya secara maksmial. Apabila salah satu dari peran 

aktor kurang berjalan dengan fungsinya, dapat dikatakan program bedas sapujagat 

kurang efektif pelaksanaanya.  

Saran, bagi kegiatan program Bedas Sapujagat dari peneliti ialah tanggung 

jawab pelaksana kebijakam Bedas Sapujagat dapat memonitor seberapa efektifnya 

kegiatan sosialisasi di dalam lingkungan rumah dan memastikan apakah orangtua 

dari anak – anak target kebijakan telah mendapatkan insight yang sesuai dengan 

tujuan program bedas sapujagat. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, semua aktor 

kebijakan berperan sesuai dengan tugas dan funsinya. Jika, salah satu dari tugas dan 

fungsi tersebut kurang dijalankan dan diterapkan dengan baik maka pelaksanaan 

program ini dapat dibilang kurang berhasil.  
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